WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 647 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN PEMUSNAHAN ARSIP TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP) DAN
ARSIP HINDER ORDONNANTIE (HO) DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

2.

WALIKOTA BANJARMASIN,

bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil kegiatan Tim
Penilaian dan Penyusutan Arsip Tanda Daftar Perusahaan dan
HO Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Banjarmasin;

bahwa melihat Jadwal Retensi Arsip (JRA) arsip-arsip berkas
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang sudah habis masa
retensinya dan telah memenuhi sarat untuk segera dihapuskan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan b perlu menetapkan dengan Keputusan Walikota
tentang Pemusnahan Arsip Tanda Daftar Perusahaan dan Arsip
HO Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2021.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembar Negara
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1820); :

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);



. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia nomor 5234) sebagaimana telah dirubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183. Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6398);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5587)
sebagaimana yang telah dirubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia
Nonor 5679), :

. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
(Lembaran Negata Republik Indonesia Nomor 53 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42. Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor
6322);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang
Pedoman Tata Kearsipan Dilingkungan Kementerian Dalam Negeri
dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 1282);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157):

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781),



10.

11.

12,

13.

14.

15.

16.

18.

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37
Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1787);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor S Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Kearsipan Dilingkungan Pemerintah Kota
Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2010
Nomor 5).

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kota
Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor
40) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kota
Banjarmasin Nomot 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan
Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin
(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3
Tambahan lembaran Daerah Kota Banjarmasin 63);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
(Lampiran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 33 Tahun 2014 tentang
Jadwal Retensi Arsip Keuangan Pemerintah Kota Banjarmasin
(Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 33);

Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 60 Tahun 2016 tentang
Jadwal Retensi Arsip (JRA) Fasilitatif Fungsi Non Keuangan dan
Non Kepegawaian Pemerintah Kota Banjarmasin (Berita Daerah
Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 60);

Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 62 Tahun 2016 tentang
Jadwal Retensi Arsip (JRA) Fasilitatif Kepegawaian Aparatur Sipil
Negara dan Pejabat Negara Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin
(Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 62);

Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2017 tentang
Tata kearsipan dilingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Berita
Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2017 Nomor 25);

Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 79 Tahun 2017 tentang
Jadwal Retensi Arsip (JRA) Substantip Pemerintah Kota
Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2017 Nomor
79);



19. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 97 Tahun 2020 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun
2020 Nomor 97).

Memperhatikan :

Nota Dinas Wali Kota Banjarmasin Tanggal 31 Agustus 2021
tentang Persetujuan Pemusnahan Arsip Tanda Daftar Perusahaan
dan HO Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Banjarmasin.

Menetapkan :

KESATU

KEDUA

KETIGA :

Penetapan Pemusnahan arsip Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan
arsip Hinder Ordonnantie (HO) Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu pintu Kota Banjarmasin.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 Cq. Sub Kegiatan Akuisisi,
Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis pada Dinas
Perpustakaan dan Arsip Kota Banjarmasin.

Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan
dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 1 Desember 2021
WALI KOTA BANJARMASIN,

\ﬂ@k .

IBNU SINA



LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 641 2021

TENTANG

PENETAPAN PEMUSNAHAN ARSIP TANDA DAFTAR
PERUSAHAAN (TDP) DAN ARSIP HO DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOTA BANJARMASIN

DAFTAR : ARSIP MUSNAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

TINGKAT
NO. JENIS ARSIP TAHUN JUMLAH PERKEMBA KETERANGAN
NGAN
1. | TANDA DAFTAR 2008 s/d 2009 | 1226 berkas ASLI Masa Retensi Habis
PERUSAHAAN (TDP)
2. | IZIN HO/PO 2001 s/d 2006 | 1046 berkas ASLI Masa Retensi Habis
JUMLAH 2272 berkas Sda

WALI KOTA BANJARMASIN

——

IBNU SINA



